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An expert is a person who is entitled to inherit property after the heir dies due to several factors, 
such as due to blood relations, due to marriage, and because of Wala' or Hukmiah 
relationships. The heir during his lifetime, if he has or wants to make waqf of his inheritance, 
must not exceed one third of the entire property that he will inherit to his heirs, because if he 
will leave the heir in a poor condition because he has donated all of his inheritance, it is a big 
disadvantage which has fatal consequences. to the heirs he lives with. In the Qur'an it has been 
emphasized that the heir should never leave the heir in a state of deprivation and beg from 
others, and the heir must prioritize the welfare of the heir. The limitation on the size of the will 
shows that, even if it is prescribed to make a will to humans, the benefit or future of the children 
must still be a priority. 
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ABSTRAK 
 Ahli merupakan orang yang berhak mendapatkan harta warisan setelah pewaris 
meningal dunia yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti karena adanya hubungan darah, 
karena perkawanian, dan karena Wala’ atau hubungan Hukmiah. Pewaris semasa hidupnya jika 
telah atau inigin mewakafkan harta warisannya tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta 
yang ia akan wariskan kepada ahli warisnya, karena jika ia akan meninggalkan ahli waris dalam 
keadaan miskin karena ia telah mewakafkan seluruh harta warisannya itu merupakan 
kemudharatan yang besar yang berakibat fatal terhadap ahli waris yang ia tinggal. Dalam Al-
Qur’an sudah ditegaskan bahwa jangan sekali-kali pewaris meninggalkan ahli waris dalam 
keadaan serba kekurangan dan meminta-minta terhadap orang lain, dan pewaris harus lebih 
mengutamakan kesejahteraan ahli waris. Pembatasan besarnya wasiat tersebut menunjukkan 
bahwa, kalaupun disyari’atkan berwasiat kepada manusia, namun kemaslahatan atau masa 
depan Anak-anak tetap harus menjadi prioritas. 
Kata kunci: Ahli Waris, Pewaris, Mewakafkan satu-satunya harta warisan. 
PENDAHULUAN 
     Islam merupakan ajaran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan semesta, dapat dengan 
mudah memperbaiki tatanan kehidupan yang Amoral menjadi kehidupan yang bermoral, dapat 
merubah tatanan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang berakhlak mulia serta dapat 
membawa pada sebuah perubahan baru yang bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Islam merupakan ajaran yang tidak hanya fokus pada sebuah ajaran keyakinan (ketauhidan), 
namun agama Islam juga bertujuan untuk memperbaiki segala aspek kehidupan yang ada di 
muka bumi ini supaya nilai-nilai tentang kemanusiaan menghiasi seluruh kehidupan dan tidak 
mudah dikotori oleh sifat rakus manusia. Dengan ini ajaran agama Islam dipercayai sebagai 
ajaran yang membawa pada kehidupan yang penuh kebahagiaan, keamanan, serta kemakmuran 
dunia dan akhirat. 
     Manusia adalah bagian dari makhluk hidup yang tidak selamanya menikmati kehidupan, 
namun manusia akan mengalami sebuah takdir yang pasti, yaitu akhir kehidupan (kematian).  
Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa setiap diri peribadi akan menjumpai kematian. 
Setelah manusia mati, ia akan meninggalkan yang bersifat keduaniaan, baik itu keluarga, sanak 
saudara, karyawan, pekerjaan, serta harta benda yang ia peroleh semasa hidupnya. Maka dari 
itu, potensial dari apa yang ia tingglakan di dunia akan menimbulkan sebuah persoalan-
persoalan khususnya dalam hal harta benda. Masalah-masalah yang ditimbulkan dalam hal ini 
yang biasa terjadi adalah perebutan hak-hak harta benda yang ditingglakan oleh ahli waris. 
Maka dari itu untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan bagi keluarga yang 
sudah ditinggalkan, maka perlu menghadirkan sebuah pengetahuan untuk memcahkan terhadap 
persoalan-persoalan harta warisan. 
     Dalam ajaran agama Islam yang memuat aturan-aturan tentang yang mengatur tentang 
pembagian hak harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris dinamakan dengan Hukum Waris. 
Aturan-aturan yang khusus mengatur peralihan hak atas harta benda yang ditingglakan ini jelas 
menduduki peran penting dalam Islam, sehingga hukum untuk mempelajari Ilmu Waris dalam 
Islam hukumnya Fardhu Kifayah. Mengambil dari pernyataan Soepomo dari satu buku yang 
berjudul “Hukum Adat Indonesia” ia menyampaikan hukum waris itu bisa memuat aturan-
aturan yang khusus mengatur bagaimana proses meneruskan dan memindahalihkan seluruh 
harta peninggalannya (harta waris) baik berwujud maupun tidak berwujud kepada seluruh ahli 
warisnya2. Maka dari itu, proses ataupun pelaksanaan serta praktek dalam hal penerusan dan 
peralihan terhadap harta waris yang ditinggal telah diatur dalam Al Qur’an untuk menghadirkan 
sebuah rasa keadilan dan kenyamanan bagi semua pemeluknya. 
     Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisaa’ ayat 58: Artinya: Sesungguhnya Allah 
menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, (dan menyuruh 
 
2 Agus Sudaryanto, Aspek Antologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa, Jurnal 
Mimbar Hukum, 02 (Des.) 2010, hal. 9, tersedia di: https://www.neliti.com/publications/40529/aspek-ontologi-
pembagian-waris-dalam-hukum-islam-dan-hukum-adat-jawa, diakses pada tanggal 25 Juli 2021. 
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kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia-manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil” (QS. An-Nisaa’ (4):58). 
     Potongan Ayat Al-quran diatas tersebut menerangkan dan menyuruh kepada Umara’ 
(pemerintah/pennguasa), masyarakat, dan seluruh umat Islam supaya adil dalam setiap masalah 
dan urusan yang sedang dihadapi. Maka dari itu bagi setiap umat Islam dalam menyelesaikan 
persoalan pembagian harta warisan, harus menciptakan rasa keadilan kepada seluruh ahli waris 
demi kemaslahatan dan kenyamanan secara bersama. 
     Ajaran agama Islam sendiri dalam menentukan berapa besar dan kecilnya nilai setiap harta 
warisan untuk dibagikan ke seluruh ahli waris yang ada menjadi sangat penting. Dalam Islam 
dalam menentukan jumlah pembagian harta warisan terhadap ahli waris laki-laki dan ahli waris 
perempuan berbeda, dimana ahli waris laki-laki dapat bagian dua (2) dan ahli waris perempuan 
dapat bagian satu (1) yang biasa disebut dengan istilah satu (1) banding dua (2). Pada masa-
masa sekarang ini yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu muncul system pembagian harta 
waris berdasarkan kesamaan atua kesetaraan, yaitu ahli waris laki-laki dapat bagian 1 dan ahli 
waris perempuan dapat bagian satu, artinya satu banding satu (1:1). Terkait dengan adanya 
persoalan pembagian harta waris tersebut, jika memang masyarakat telah mengetahui tentang 
hakikat dari ilmu waris, maka sangat disayangkan jika terkadang masyarakat dalam praktiknya 
mengabaikan ketentuan-ketentuan pembagian waris yang telah diatur dalam Al Qur’an. Allah 
berfirman dalam Surat An-Nisaa’ ayat 11: 
“Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak, yaitu 
bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” (An-Nisaa’ 
(4):11) 
     Berkaitan dengan waris, maka disini ada hal yang penting untuk dibicarkan, yaitu tentang 
wasiat. Wasiat dalam ilmu Faraidh mempunyai kedudukan yang sangat urgent, karna itu para 
ahli Faraidh pada saat menulis tentang bahasan ilmu waris, maka disitu pasti ada bahsan tentang 
wasiat. Wasiat merupakan amanat dari seseorang secara sukarela untuk memberikan suatu 
benda kepada seseorang atau orang-orang atau lembaga, dan hanya berlaku setelah pemberi 
amanat (Mushi) tersebut meningal.3 Dalam hal waris, wasiat mempunyai peranan penting untuk 
dimunculkan sebagai acuan jika timbul suatu persoalan mengenai pembagian harta warisan, 
 
3 H. Subchan Bashori (2009). Al-Faraidh Hukum Waris 
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maka wasiat merupakan objektifitas sebagai sebuah solusi dari persoalan-persoalan seperti 
tersebut. 
     Beda antara wasiat dengan hibah terletak pada kapan harta benda itu harus diberikan atau 
diserahkan, atau kapan terjadinya perpindahan hak kepemilikan terhadap harta benda tersebut. 
Kalau diberikannya nanti menunggu Pemberi meninggal dunia, namanya wasiat. Tetapi kalau 
diberikannya saat itu juga ketika Pemberi masih hidup, namanya Hibah. Jadi apabila seseorang 
selaku pemilik harta sejak masih hidup sudah berpesan agar apabila nanti dia setelah meninggal 
dunia, hartanya diberikan kepada seseorang atau orang-orang atau lembaga, maka ini termasuk 
kategori Wasiat, bukan Hibah dan juga bukan Warisan.4 
     Dalam hal waris, tidak sedikit masalah yang timbul karna adanya wasiat, dimana ahli waris 
keberatan dengan adanya wasiat tersebut karena ahli waris merasa hak yang dimilikinya 
terhadap harta warisannya dihilangkan, seperti misalnya seorang Pewaris (orang yang 
meninggal) yang pada saat ia masih hidup telah mewakafkan seluruh harta warisaanya pada 
pihak lain tanpa meminta persetujuan terhadap ahli warisnya terlebih dahulu, sehingga pada 
saat Pewaris meninggal ahli waris tidak sama sekali mendapatkan harta warisannya. Maka para 
ahli waris merasa keberatan karena haknya untuk mendapatkan harta warisan tidak terpebuhi, 
sehingga disini para ahli waris bisa menuntut/menggugat untuk mndapatkan hak harta warisan. 
     Adanya suatu kasus, dimana pewaris (orang yang meninggal) semasa hidupnya telah 
mewakafkan seluruh harta warisannya atau satu-satunya harta warisan sehingga pewaris tidak 
dapat bagian harta warisan sama sekali. Yang lebih parahnya lagi adalah sang pewaris selama 
hidupnya tidak pernah meminta persetujuan atau bermusyawarah kepada ahli warisnya terkait 
harta warisan yang telah diwakafkan. Ini merupakan sebuah persoalan serius karna ini tentu 
sama sekali tidak memberikan rasa keadilan dan kenyamanan bagi ahli waris. 
PEMBAHASAN 
A. Hukum Pewaris Yang Telah Mewakafkan Seluruh Harta Warisan 
     Ilmu hukum waris dalam agama Islam tidak banyak orang yang belum memahami atau 
mengetahui bagaimana prosedur yang sebenarnya yang telah ditentukan dalam hukum Islam, 
sehingga kemudian tidak sedikit juga problem yang terjadi dalam hal waris karena memang 
orang-orang yang terikat dengan waris tersebut tidak memahami ilmu hukum kewarisan dan 
tidak bisa bertanggung jawab dalam hal pembagian harta warisan. Dalam persoalan ini tentunya 
 
4 H. Subchan Bashori (2009). Al-Faraidh Hukum Waris Islam, hlm 25 
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sangat berpotensi akan timbulnya konflik internal ataupun eksternal dalam suatu keluarga dan 
mengakibatkan ketidak harmonisan antar saudara, paman, orang tua, dan lain sebagainya. Maka 
untuk menghindari persoalan-persoalan semacam itu, perlu adanya sebuah pengetahuan tentang 
hukum kewarisan lebih khususnya dalam hukum Islam. 
     Islam adalah agama yang serba aturan yang sangat mengikat pada pemeluknya untuk diikuti 
dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan 
ummatnya, termasuk mengatur tentang hak-hak dalam hal pembagian harta yang yang 
ditinggalkan oleh orang yang telah meniggal yang kemudian akan dibagikan kepada ahli waris 
yang masih hidup dengan seadil-adilnya untuk memberikan rasa nyaman bagi siapapun yang 
menjadi ahli waris si mayit tersebut. 
     Hal yang paling penting dalam hal kewarisan adalah tanggung jawab pewaris semasa 
hidupnya dalam menjaga hartanya supaya pada saat pewaris meninggal dunia, para ahli waris 
bisa merasakan kemanfaatan dan rasa keadilan yang ditimbulkan oleh tanggung jawab pewaris 
semasa hidupnya. Sebalinya jika pewaris pada masa hidupnya tidak memiliki rasa tanggung 
jawab dengan harta yang dimiliknya, maka disitu akan berpotensi menimbulkan persoalan 
dalam keluarganya, semisal konflik antar saudara serta para familinya. 
     Untuk menghidari persoalan semacam itu, maka diperlukan bagi pewaris ataupun 
keluarganya agar saling bermusyawarah yang baik dengan semua keluarganya yang 
mempunyai hak waris ketika akan memanfaatkan hartanya. 
     Pewaris tidak boleh semena-mena memanfaatkan hartanya, apalagi harta yang digunakan 
tersebut merupakan satu-satunya harta yang akan diwariskan kepada ahli warinya. 
     Dalam Islam, hukum mewakafkan hartaya itu sangat dianjrkan karena pahala yang didapat 
besar dan ibadaha wakaf merupakan amal jariyah, dimana orang yang berwakaf akan tetap 
mendapatkan pahala meskipun sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang tertuang dalam ayat 
QS. Al-‘Imran ayat 92, yaitu sebagai berikut: 
َ بِهِۦ َعِليم   ا تُِحبُّوَن ۚ َوَما تُنِفقُو۟ا ِمن َشْىٍء فَِإنَّ ٱَّللَّ  لَن تَنَالُو۟ا ٱْلبِرَّ َحتَّٰى تُنِفقُو۟ا ِممَّ
Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka 
sesungguhnya Allah mengetahuinya". 
     Dalam tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Arab Saudi menyebutkan tafsir tentang ayat 
tersebut, bahwa manusia tidak akan bisa mendapatkan syurga sehingga kalian menyedekahkan 
sesuatu dari apa yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian sedekahkan dengan itu,walau 
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sedikit ataupun banyak, niscaya Allah Mengetahuinya, dan Dia akan memberikan balasan 
kepada setiap orang yang berinfak sesuai dengan amalnya5. 
     Dari uraian ayat tersebut di atas, maka memang sangat jelas anjuran bagi umat muslim untuk 
melaksanakan ibadah wakaf karena itu mrupakan shadaqah jariyah yang pahalanya akan terus 
mengalir bagi sang pemberi wakaf meskipun ia telah meninggal dunia. Namun dalam Islam, 
untuk melaksanakan ibadah wakaf juga ada ketentuannya yang orang Islam tidak boleh semena-
mena dalam melakukannya tanpa didasari oleh ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 
dalam Al-qur’a dan Hadist. Seperti misalnya mewakafkan satu-satunya harta warisan yang 
harta tersebut merupakan harta yang akan diterima oleh ahli waris ketika si pewaris telah 
meninggal dunia. Dalam Islam mewakafkan harta warisan tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh 
harta warisan yang ada, sesuai dengan bunyi hadist berikut ini: 
“Wahai Rasulullah, aku memiliki harta, tidak ada yang mewarisnya selain Putriku satu-
satunya. Bolehkah aku bersedekah 2/3 dari hartaku?” Beliau menjawab “tidak boleh.” Aku 
bertanya lagi: “Bolehkah aku bersedekah setengahnya?” Beliau menjawab: “Tidak boleh.” 
Aku bertanya lagi: “Bolehkah aku bersedekah 1/3 nya?” Beliau menjawab: “1/3 saja, dan 1/3 
sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam 
keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, 
lalu meminta-minta kepada orang lain.” (Muttafaq Alaih).6 
     Wasiat kadang hukumnya wajib, apabila didalamnya terdapat hak-hak manusia yang tidak 
ada buktinya dan ditakutkan akan hilang atau dalam wasiat itu terdapat amanat. Allah telah 
memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Akan tetapi, ia disunahkan 
untuk berwasiat maksimal sepertiganya7. 
     Wasiat juga hukumnya bisa menjadi haram bila wasiat itu menimbulkan kemudharatan 
terhadap pihak yang lain, seperti memberi kemudharatan kepada ahli waris, berwasiat lebih 
sepertiga dan sebagainya. Wasiat yang menimbulkan kemudharatan itu termasuk perbuatan 
dosa besar.8 Sah mukallaf yang merdeka dan berbuat sekehendak sendiri ketika wasiat. 
     Hadits wasiat perlu diteliti karna masih banyak orang yang tidak mengetahui pentingnya 
menulis wasiat. Perlu diketahui bersama bahwa menyiapkan wasiat dari sekarang adalah 
 
5 TafsirWeb, 2010. “Tafsir Qur’an Surah Al’Imran Ayat 92”. https://tafsirweb.com/1224-quran-surat-ali-
imran-ayat-92.html, dikutip pada tanggal 25 Juli 2021. 
6 Rachmad Budiono (1999), Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,I hlm 24 
7 Haifa Abdullah Ar-Rasyid, 100 Sunnah Nabi SAW yang serimg diremehkan, ( Solo: Zam-zam, 2016) Cet, 3, 
hlm.288. 
8 Departemen Agama, Ilmu Fiqh, (Jakarta: 2008), Cet 2, hlm. 181. 
DINAMIKA 
 ISSN (Print) : ISSN (Online) : 2745-9829  
Volume 27 Nomor 16 Bulan Juli Tahun 2021, 2322-2335 
  Mas Ody |2328 
 
sesuatu yang baik karena kita tidak pernah tau kapan kita meninggal dan apa yang terjadi setelah 
kita meninggal. Oleh karena itu disini peneliti membahas tiga hadits wasiat untuk diteliti 
keshahihannya. 
     Pembatasan besarnya wasiat tersebut menunjukkan bahwa, kalaupun disyari’atkan 
berwasiat kepada manusia, namun kemaslahatan atau masa depan Anak-anak tetap harus 
menjadi prioritas, sebagaaimana disampaikan oleh Hadits dari Sa’d bin Abu Waqqosh tersebut, 
yaitu lebih baik meninggalkan para ahli waris (anak-anak) dalam keadaan kaya daripada 
meninggalkannya dalam keadaan miskin, lalu meminta-minta kepada orang lain. 
     Dan dalam Al-Qur’an Surah An-nisa’: 9, dengan tegas juga menyatakan bahwa seseorang 
yang berwasiat hendaknya tetap memperhatikan kesejahteraan para ahli warisnya. 
َ َوْليَقُولُوا قَْولً َوْليَ  يَّةً ِضعَاًفا َخافُوا َعلَْيِهْم َفْليَتَّقُوا َّللاَّ    َسِديًداْخَش الَِّذيَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُر ِ
“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan 
keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah 
mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” 
     Tidak ada keraguan sedikitpun, Surat An-Nisa ayat 9 ini secara jelas menetapkan kehati-
hatian dalam urusan anak keturunan yang lemah. Telah maklum pula, bahwa frasa  لَْو تََرُكوا ِمْن
يَّةً ِضعَافًا َخافُوا َعلَْيِهمْ   andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kematian“ َخْلِفِهْم ذُر ِ
mereka, maka mereka mengkhawatirkannya”, merupakan sifat orang-orang yang diungkapkan 
Al-Quran dengan diksi  َالَِّذين. Dengan demikian makna substansialnya, hendaklah orang-orang 
yang mempunyai sifat takut atau khawatir atas nasib anak keturunanya bila ditinggal mati dalam 
kondisi lemah secara finansial, juga takut kepada Allah9. 
     Namun demikian, berkaitan apa yang ditakutkan atau konteksnya, tidak dijelaskan secara 
terang dalam ayat (ghairu manshush). Karenanya ulama mufassirin berbeda pendapat.Dalam 
hal ini ada lima pendapat yang dikenal dalam kitab-kitab tafsir mainstrem di lingkungan 
Ahlussunnah wal Jamaah. 
     Namun pedapat yang paling tepat yaitu dari Ibnu Abbas RA, Qatadah, Said bin Jubair, As-
Sudi, Ad-Dhahak dan Mujahid Sebab, frasa   َعلَْيِهْم َخافُوا  ِضعَافًا  يَّةً  ذُر ِ َخْلِفِهْم  ِمْن  تََرُكوا   andaikan“لَْو 
 
9 Ahmad Muntaha AM, Tafsir Surah AniNisa’ Ayat 9 (berita online NU Oline Kamis 24 Desember 2020 16:15 
WIB), tersedia di situs: https://islam.nu.or.id/post/read/125766/tafsir-surat-an-nisa--ayat-9, diakses pada tanggal 
25 Juli 2021. 
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meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kematian mereka, maka mereka 
mengkhawatirkannya” lebih selaras dengan pendapat pertama. Ia menyatakan bahwa ayat 
ditujukkan kepada orang-orang yang mendatangi orang sakit jelang kematiannya, agar mereka 
tidak membujuknya untuk mewasiatkan seluruh hartanyakepada orang lain sehingga tidak 
menyisakan sedikitpun bagi ahli waris.10 
     Oleh sebab itu para Jumhur Ulama berpendapat bahwa apabila wasiat melebihi sepertiga, 
maka hanya wajib dilaksanakan maksimal sepertiga saja.11 
     Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195, wasiat yang melebihi sepertiga hanya boleh 
dilaksanakan apabila disetujui oleh seluruh ahli waris.12 Tetapi apabila ada ahli waris yang tidak 
menyetujuinya, maka hanya bisa dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.13 Untuk 
melindungi ahli waris, supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalakan 
pewaris, harta yang boleh diwasiatkan paling banyak ialah sepertiga dari seluruh harta warisan. 
Kalau dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris, yang ditekankan jumlah 
maksimal harta yang diwasiatkan, maka dalam KUH Perdata yang ditekankan adalah jumlah 
minimal yang harus diterima oleh ahli waris, atau lazim disebut dengan mutlak (legetieme 
portie).14 
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ahli Waris Atas Harta Kewarisan Yang Telah 
Diwakafkan Oleh Pewaris 
     Pada saat pewaris telah meninggal dan jika ia menyisakan sejumlah harta benda yang akan 
diwariskan, maka secara otomatis kerabat yang menjadi ahli waris akan mempunyai hak 
terhadap harta benda tersebut. Pewaris dalam hal ini pada masa hidupnya harus benar-benar 
bisa menjaga harta yang ia akan wariskan pada saat ia meniggal nanti. Pewaris juga harus saling 
bermusyawarah dengan kerabatnya jika ingin memanfaatkan hartanya. Bukan karna jika ia 
seorang kepala keluarga, ia lantas semena-mena emanfaatkan hartanya. Seperti misalnya ia 
semasa hidupnya mewakafkan satu-satunya harta bendanya yang seharusnya harta tersebut 
akan menjadi harta kewarisan jika ia meninggal. Pada semasa hidupnya, ia tidak sama sekali 
meminta persetujuan kepada ahli warisya untuk mewakafkan harta tersebut, dan ia telah 
mewakafkan satu-satunya harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya. Pada saat 
meninggal, maka ahli warisnya mengetahui bahwa harta warisan tersebut telah diwakafkan. 
 
10 Ibid. 
11 Sabiq, Fiqih sunnah (1987), hlm 14/ 251. 
12 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (1997/ 1998), hlm 85. 
13 Subhan Bashori (2009), Al-Faraidh Hukum Waris, Jakarta, hlm 36. 
14 Rachmad Budiono (1999), Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,I hlm 24 
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     Dari persoalan ini, maka penulis akan mebahas satu poin persoalan yang akan ditinjau 
berdasarkan Hukum Islam, yaitu sebagai berikut: 
     1. hukum ahli waris mengambil kembali harta yang sudah diwakafkan 
     Pada saaat wakaf dilaksanakan tentunya terdapat rukun wakaf yang diimplementasikan 
sebagai syarat dalam sahnya telah terjadi wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada Nazhir. 
Macam-macam rukun wakaf menurut Moh fauzan Januri adalah sebagai berikut: 
a. wakif atau orang yang berwakaf; 
b. harta yang diwakafkan (mauquf); 
c. penerima wakaf (mauquf’alaih); 
d. akad wakaf (simauquf’alaih). 
     Dibawah ini terdapat penjelasan atas rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan diatas15. 
     Syarat pertama harus adanya seorang wakif, dalam hal ini pewaris. Pewaris dalam 
mewakafkan seluruh harta wariannya kepada Nadzir, agar wakaf tersebut sah, maka harus 
memenuhi persyaratan wakaf. Di antara persyaratan wakaf yaitu adanya wakif atau orang yang 
berwakaf dalam hal ini Pewaris, sehingga syarat pertama telah terpenuhi.16 
     Syarat kedua harus ada harta yang diwakafkan (mauquf), yaitu seluruh harta yang 
seharusnya jadi harta warisan, telah diwakafkan oleh pewaris pada saat semasa hidpnya17. 
Mengenai harta warisan, pewaris tidak boleh mewakafkan seluruh harta warisannya, karena 
harta warsan yang boleh diwkafkan kepada orang atau lembaga maksimal hanya 1/3 dari 
seluruh harta warisan yang ada. 
     Dari uraian tersebut, maka hal ini berarti bahwa syarat adanya harta yang diwakaf yaitu 
seluruh harta warisan milik pewakaf dalam hal ini pewaris tidak terpenuhi. 
     Syarat ketiga harus ada penerima wakaf (mauquf’alaih). Wakaf harta berupa seluruh harta 
warisan atas nama pemiliknya yaitu pewaris diterima oleh Nadzir18, yang berarti syarat adanya 
penerima wakaf telah terpenuhi. 
     Namun sebelum penulis menrincinya terlebih dahulu penulis akan jelaskan sedikit tentang 
salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang mewakafkan (al-waqif) dan harta 
benda yang boleh diwakafkan atau al-mauquf. Hal ini penting dikemukakan karena akan 
dijadikan sebagai pijakan untuk menjawab pertanyaan di atas. Menurut qaul atau pendapat yang 
 
15 Yoga Pradhana, Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Karena Pewaris Mewakafkan Satu-satunya 
Harta Warisan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam, 05 (Jan) 2016, tersedia di situs 
https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/2808/2142, diakses pada tanggal 25 April 2021. 
16 Ibid, hm 4 
17 Ibid, hlm 5 
18 Ibid, hlm 5 
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azhhar dalam madzhab Syafi’i bahwa kepemilikan harta benda yang diwakafkan berpindah 
menjadi milik Allah. Artinya kepemilikan tersebut lepas dari indvidu tertentu, bukan milik 
pihak yang mewakafkan (waqif), bukan juga pihak yang menerima wakaf (al-mauquf ‘alaih). 
Tetapi manfaat dari harta-benda wakaf itu menjadi milik mauquf ‘alaih. 
 َرقَبَِة اْلَمْوقُوِف يَْنتَِقُل اِلَى هللاِ تَعَالَى اَْْلَْظَهُر أَنَّ اْلِمْلَك ِفي 
“Menurut pendapat yang azhhar dalam madzhab Syafi’i adalah bahwa kepemilikan pada zat 
harta-benda yang diwakafkan itu berpindah kepada Allah swt” (Muhammad Zuhri al-
Ghamrawi, as-Sirajul Wahhaj, Bairut-Dar al-Ma’rifah, h. 305).19 
     Namun tidak semua orang bisa mewakafkan harta bendanya tetapi hanya orang yang telah 
memenuhi persyaratannya. Dan di antara syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang 
mewakafkan adalah ia termasuk dalam kategori ahliyyatut tabarru’ (orang memiliki kecakapan 
atau memadai untuk berderma). Karenanya tidak sah wakafnya orang gila, anak kecil, orang 
yang dipaksa, mahjur ‘alaih (orang yang dilarang oleh hakim untuk menggunakan hartanya), 
atau budak mukatab. 
ِ َواْلُمْكَرهُ َواْلَمْحُجوِر َعلَْيِه َواَوَشْرُط  بِي  عِ، فَََل يَِصحُّ َوْقُف اْلَمْجنَوِن َوالصَّ  ْلُمَكاتَبِ اْلَواِقِف أَْهِليَّةُ التَّبَرُّ
“Syarat orang yang mewakafkan adalah ahliyyatut tabarru’ maka tidak wakafnya orang gila, 
anak kecil, orang yang dipaksa, dan orang yang dilarang oleh hakim untuk menggunakan harta 
(al-mahjur ‘alaih) dan budak mukatab”. (Al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi, I’anatut 
Thalibin, Beirut-Darul Fikr, juz, III, h. 186)20. 
     Sedangkan di antara syarat harta benda yang boleh diwakafkan adalah harus berupa harta 
benda yang bernilai, diketahui dengan jelas, dan dimiliki oleh orang yang akan mewakafkannya 
dengan kepemilikan yang sempurna. Hal ini sebagaimana kesepakatan para fuqaha: 
ا اِتَّفََق اْلفُقََهاُء َعلَى اْشتَِراِط َكْوِن الْ   ماً، َمْعلُوماً، َمْملُوكاً ِلْلَواِقِف ِمْلكاً تَامًّ  َمْوقُوِف َمالً ُمتَقَوَّ
“Para fuqaha telah sepakat bahwa disyaratkan harta-benda yag diwakafkan adalah harta-benda 
yang bernilai, diketahui dengan jelas dan dimiliki oleh pihak yang mewakafkannya dengan 
kepemilikan yang penuh” (Lihat, Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Darul 
Fikr-Damaskus, cet ke-12, juz, XI, h. 320).21 
     Jika penjelasan singkat ini ditarik dalam konteks problem di atas maka penarikan kembali 
oleh ahli waris terhadap harta warisan yang telah diwakafkan oleh pewaris tidak diperbolehkan. 
 
19 Ahmad Muntaha AM, Bahtsul Masail (berita online NU Oline Rabu 18 November 2015 22:03 WIB), tersedia 
di situs: https://islam.nu.or.id/post/read/63662/anak-meminta-kembali-tanah-yang-diwakafkan-ibunya, diakses 
pada tanggal 25 Juli 2021. 
20 Ibid. 
21 Ibid.  
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Sebab, begitu harta tersebut diwakafkan maka secara otomatis kepemilikannya berpindah 
menjadi milik Allah. 
     Namun jika ternyata harta tersebut adalah harta warisan yang harus diterima oleh ahli waris, 
artinya bahwa ada bagian waris terhadap mereka ahli waris dalam harta yang sudah diwakafkan 
tersebut, maka harta yang diwakafkan sejumlah 1/3 dari harta benda yang sudah diwakafkan 
tidak bisa ditarik kembali karena harta tersebut sepenuhnya miliknya (al-milkut tam) dan sudah 
diwakafkan sehingga secara otomatis sudah berpindah kepemilikannya dan tidak bisa ditarik 
kembali. 
     Adapun harta warisan yang menjadi bagian sejuamlah ahli waris dapat diambil kembali, 
karena pewaris tidak dapat mewakafkan seluruh harta benda yang akan menjadi harta warisan 
ketika masih ada ahli waris. Dan seperti yang dipaparkan di atas, pewaris hanya boleh 
mewasiatkan/mewakafkan hartaya hanya maksimal 1/3 dari seluruh hartanya. Menurut UU RI 
No 41 tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling 
banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, 
kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
KESIMPULAN 
     Berdasarkan dari hasi penelitian terhadap Perlidungan hukum terhadap ahli waris karena 
pewaris mewakafkan satu-satunya harta warisan ditinjau berdasarkan hukum Islam, maka 
penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. tindakan pewaris yang telah mewakafkan satu-satunya harta warisan sama sekali tidak 
dibenarkan oleh ajaran agama Islam, dimana dalam Hukum Islam telah menjelaskan 
dan menetapkan, bahwa pewaris tidak bisa memberikan lebih dari 1/3 dari harta 
warisan, apalagi mewakafkan seluruhnya. Sehingga akibat dari perbuatan pewaris ini 
mengakibatkan seluruh ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yang seharusnya 
mereka dapatan. Perilaku hukum yang dilakukan oleh pewaris jika dikitkan dengan 
hukum Islam, maka wakaf yang ia laksanakan tidak sah menurut ajarana agama Islam. 
Karena harta yang ia wakafkan tidak memenuhi unsur dari syarat dan rukun wakaf. 
Sedankan jika merujuk pada atura yang ada, salah satu persyaratan wakaf adalah 
pewakaf haruslah pemilik sah harta wakaf sebagaimana pasal 8 ayat (1) huruf d UU 
Wakaf, dimana harta yang ia wakafkan sifatnya tidak jelas, karena harta tersebut bukan 
milik pewaris secara utuh. Dalam harta tersebut masih ada hak milik seorang isteri yang 
ia dapatkan secara bersama selama perkawinan berlangsung. Sehingga apabila wakif 
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dalam mewakafkan harta tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak 
supaya tidak ada yang dirgikan antara kedua belah pihak. 
2. ahli waris dalam hal ini dapat meminta kembali harta yang telah diwakafkan oleh 
pewaris semasa hidupnya dengan cara melalui musyawarah atau mufakat atau jika tidak 
bisa yaitu dengan cara gugatan melalui Pengadila Agama. Ahli waris masih mempunyai 
hak waris terhadap harta tersebut, karena memang harta tersebut adalah satu-satuya 
harta warisan yang seharusnya mereka dapatkan setelah pewaris meninggal. 
SARAN 
     Setelah penelitian ini telah selesai dilakukan, maka penulis akan memberikan saran supaya 
hal ini akan memberikan dampak baik yang akan memberikan sumbangsih pemikiran melalui 
penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
1. seharusnya Nadzir mempertanyakan dengan jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, 
apakan harta tersebut benar-benar sah milik Wakif dan bukan harta bersama. Dan Nadzir 
tidak boleh menerima langsung terhadap harta tersebut tanpa memperhatikan 
kedudukan dari harta yang akan diwakafkan. 
2. seorang Nadzir seharusnya megetahui tentang aturan yang berkaitan dengan wakaf, 
lebih-lebih tentang rukun dan syarat wakaf yang telah dijelaskan melalui Undang-
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